BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu komunitas kecil yang dilakukan oleh
seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu bahtera rumah
tangga yang kekal dan abadi yang terdiri dari suami isteri dan anak serta
keturunan — keturunan lainnya. Tujuan dari perkawinan yang dilakukan oleh
suami dan seorang isteri adalah untuk membentuk keluarga.

Pada umumnya perkawinan ini diatur di dalam Undang — Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menurut undang — undang
dalam perkawinan di Indonesia Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa
perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
adalah perkawinan yang dilakukan secara sah yang berdasarkan dengan
agama dan kepercayaan masing — masing para pihak. Hal ini di atur dalam
Pasal 2 Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana
perkawinan dapat dikatakan menjadi sah, apabila dilakukan menurut

kepercayaannya kedua belah pihak dan menurut masing — masing agamanya



serta perkawinan ini dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Di dalam perkawinan terdapat perjanjian kawin. Namun sebelum
berbicara mengenai perjanjian kawin akan dibahas mengenai perjanjian
terlebih dahulu. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta
benda kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji
atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain
berhak menuntut pelaksanaan janji itu'.

Pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih®”. Demikian pula
disebutkan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.’ Perjanjian merupakan terjemahan dari istilah
aslinya dalam bahasa Belanda oveereenkomst. Perjanjian adalah hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan
hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (offer,aanbod)

hlm. 7.
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dan perbuatan penerimaan (acceptance,aanvaarding). Perjanjian juga
diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta
kekayaan.’

Menurut Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 29 ayat (1) mengatakan bahwa perjanjian kawin ini dapat dilakukan
pada waktu atau sebelum perkawinan di langsungkan, kedua belah pihak atas
perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis disahkan oleh
Pegawai Pencatatan Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan. Namun dalam Pasal 29
ayat (2) Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
perjanjian perkawinan ini tidak dapat disahkan apabila isi dalam perjanjian
perkawinan melanggar batas — batas hukum, agama, dan kesusilaan. Oleh
karena itu, isi perjanjian perkawinan haruslah berdasarkan dengan ketentuan
peraturan hukum yang berlaku tanpa melanggar batas- batasan ketentuan
hukum di Indonesia.

Pasal 29 ayat (4) Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan mengatakan selama perkawinan berlangsung, isi perjanjian

perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak

* Sri Soedewi Machun Sofwan, Hukum Perjanjian Perhutangan, Terjemahan, (Yogyakarta:
Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2004), him. 21.
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terdapat perjanjian untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan

pihak ketiga.

Namun dengan berjalannya waktu ketentuan peraturan hukum

mengenai Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengalami perubahan yang telah disahkan oleh hakim di Mahkamah

Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

sebagai berikut :

1

Perubahan Pasal 29 ayat (1), perjanjian perkawinan dilakukan pada
waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan
kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris,
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak
ketiga tersangkut.

Perubahan Pasal 29 ayat 3, Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak
perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian
Perkawinan

Perubahan Pasal 29 ayat 4, Selama perkawinan berlangsung, perjanjian
perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya,
tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan ini bersifat terbuka dari KUH Perdata yang

tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas



kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas untuk
menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan
ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian
sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan
bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;

2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Dari ketentuan peraturan hukum diatas, penulis memaparkan hubungan
ketentuan hukum Pasal 1320 KUH Perdata dengan perjanjian perkawinan.
Kesepakatan para pihak dalam perjanjian berarti adanya persesuaian kehendak
dari para pihak yang membuat suatu perjanjian berupa perjanjian perkawinan,
sehingga dalam melakukan suatu perjanjian perkawinan tidak boleh ada
paksaan, kekhilafan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog).

Kecakapan para pihak dalam perjanjian berupa kecakapan hukum
dalam melangsungkan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya
perkawinan dilakukan oleh kedua belah pihak, berdasarkan Undang — Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bahwa para pihak yang
boleh melangsungkan perkawinan harus telah dewasa yaitu telah berusia 18
tahun atau telah menikah, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-

undang. Sedangkan dalam KUH Perdata orang yang dianggap cakap hukum



untuk melangsungkan perkawinan adalah orang yang telah berusia 21 tahun.
Dengan demikian perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan pada saat atau
sebelum perkawinan dilaksanakan.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam
Pasal 1320 KUH Perdata merupakan adanya tanggung jawab antara suami dan
isteri untuk melakukan suatu kewajiban pokok yang telah diperjanjikan dalam
perjanjian perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga)
yang harmonis, kekal dan abadi.

Sedangkan suatu sebab yang halal dalam perjanjian perkawinan yaitu
suami dan isteri yang melakukan suatu perjanjian perkawinan haruslah benar
— benar telah mengetahui secara lengkap dan memahami maksud dalam isi
perjanjian perkawinan yang di lakukannya, agar tidak terjadinya kerugian oleh
salah satu pihak dalm perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam suatu perjanjian perkawinan harus diperhatikan pula beberapa
macam asas yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang membuat isi
perjanjian perkawinan tersebut. Asas — asas perjanjian menurut Prof. dokter
Mariam Darus Badrulzaman, S.H., ini berupa antara lain®:

1. Asas Konsensualisme, yaitu asas kesepakatan, dimana suatu perjanjian
dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat oleh kedua belah pihak.
2. Asas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang

membuat perjanjian.

¢ Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku IIl KUH Perdata, (Yogyakarta : Pohon
Cahaya, 2011), hlm. 123.



Asas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat
perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku.
Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para
pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.

Asas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian
harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak
sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Asas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para
pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

Asas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak
berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

Asas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus
sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH
Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan atau undang-undang.

Asas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan
yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi Pasal 1347 KUH Perdata yang
berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan
dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun

tidak dengan tegas dinyatakan.



Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kawin, masing-masing pihak
harus melaksanakan perjanjian kawin dengan itikad baik dan dengan tepat
sesuai dengan apa yang telah disepakati untuk dapat dilakukan dengan baik
dan dengan tidak adanya kepaksaan antara kedua belah pihak.

Itikad baik adalah faktor yang paling penting dalam hukum karena
tingkah dari anggota masyarakat itu tidak selamanya diatur dalam peraturan
perundang-undangan, tetapi ada juga dalam peraturan yang berdasarkan
persetujuan masing-masing pihak dan oleh karena peraturan-peraturan
tersebut hanya dibuat oleh manusia biasa maka peraturan-peraturan itu tidak
ada yang sempurna. Kejujuran atau itikad baik, dapat dilihat dalam dua
macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu perhubungan hukum atau
pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaksud
dalam perhubungan hukum itu.”

Namun tidak menutup kemungkinan di dalam kehidupan masyarakat
telah terjadinya pelanggaran terhadap akta perjanjian kawin tersebut.
Pelanggaran terhadap akta perjanjian kawin ini dapat terjadi dalam beberapa
permasalahan, misalnya salah satu pihak dalam membuat akta perjanjian
perkawinan telah melakukan itikad tidak baik yang berupa melakukan suatu
perbuatan ketidakjujuran sehingga pihak yang satunya selama dalam

perkawinan ini merasa dirugikan.

1R.‘v‘\/irjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perdata, (Bandung: Sumur, 1983), him.56.



Menurut Abdulkadir Muhammad, akibat hukum dari melanggar
perjanjian kawin adalah sebagai berikut yaitu8 :

1. Setiap pelanggar perjanjian akan memberikan hak kepada pihak yang
dirugikan untuk memperoleh ganti rugi;

2. Jika pelanggaran itu cukup berat, juga akan memberikan hak kepada
pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan mengakhirinya.

Jika pelanggaran itu adalah pelanggaran yang ringan berupa
pelanggaran syarat pelengkap (warranty), perjanjian itu tidak akan dihentikan.
Kedua belah pihak harus meneruskan perjanjian itu, tetapi pihak yang
dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

Kasus yang akan diangkat dalam penulisan penelitian ini adalah yang
berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016,
dimana pada tanggal 20 Juli 1994, kedua belah pihak yang diuraikan dalam
Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/130/A/1994 tertanggal 20 Juli 1994.
Seorang dokter Hardi Soetanto melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan
Sipil Kabupaten II Tuban dengan seorang dokter FM Valentina, S.H atau
disebut Fransisca Falentina Linawati atau disebut juga Linna.

Perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini tidak
berlangsung secara lama dan telah putus yang disebabkan oleh adanya
perceraian oleh kedua belah pihak yang tertuang berdasarkan putusan hakim
dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 203/Pdt.G/2011/

PN.Malang tanggal 16 April 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor

¥ Abdulkdir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung, Alumni, 1989), hal. 159



440/PDT/2012/ PT.Sby tanggal 19 November 2012 dan putusan mana telah

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta telah didaftar dan

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban sebagaimana yang
tertuang dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 3523-CR-27032013-0001

tertanggal 27 Maret 2013.

Sebelum pelaksanan perkawinan dilakukanoleh dokter Hardi Soetanto
dengan seorang dokter FM Valentina, S.H atau disebut Fransisca Falentina
Linawati atau disebut juga Linna yang sebagaimana tertuang dalam Kutipan
Akta Perkawinan Nomor 15/130/A/1994, kedua belah pihak telah membuat
perjanjian kawin pada tanggal 8 Juli 1994 yang sebagaimana perjanjian kawin
tertuang di dalam akta perjanjian kawin Nomor 200 tertanggal 8 Juli 1994
yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Eko Handoko Wijaya S.H, selaku
Notaris di Malang.

Dalam akta perjanjian kawin Nomor 200 yang di buat dan
ditandatangani di hadapan Eko Handoko Wijaya S.H, selaku Notaris di
Malang ini terdapat permasalahan yang berupa :

1. Akta perjanjian kawin ini tidak pernah teregister di Kantor Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban maupun tidak
pernah didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban;

2. Akta perjanjian kawin ini telah bertentangan dan melanggar Undang —
undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab V Pasal 29

ayat 1 dan Pasal 152 Juncto Pasal 147 KUH Perdata;
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Akta perjanjian kawin ini telah mengalami cacat hukum baik dari segi

formil maupun materiil. Cacat dari segi formiil, akta perjanjian kawin

yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Eko Handoko Wijaya S.H,

selaku Notaris di Malang tidak didaftarkan pada Kantor Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Cacat hukum dari

segi materiill yaitu dalam perkawinan kedua belah pihak telah

menghasilkan harta kekayaan sebagai berikut :

a) Rumah yang terletak di JI. Taman Ijen Blok B-6 Perumahan
Pahlawan Trip, Klojen-Malang;

b) Rumah yang terletak di JI. Taman Ijen Blok B-7 Perumahan
Pahlawan Trip, Klojen-Malang;

c¢) Rumah yang terletak di JI. Taman Ijen Blok B-8 Perumahan
Pahlawan Trip, Klojen-Malang;

d) Rumah yang terletak di JI. Taman Ijen Blok B-27 Perumahan
Pahlawan Trip, Klojen-Malang;

e) Harta-harta lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak.

Dari uraian harta diatas, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan

dokter Hardi Soetanto tidak dapat menikmati dari harta — harta yang

diperoleh selama perkawinan tersebut karena seluruh harta bersama yang

diperoleh selama pernikahan telah dikuasai oleh dokter FM Valentina,

S.H.

Akta perjanjian kawin ini melanggar asas kebebasan berkontrak terutama

asas itikad baik karena dokter FM Valentina, S.H, pada saat
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menandatangani perjanjian kawin maupun dalam pelaksanaan perjanjian
kawin tersebut melakukan ketidakjujuran yaitu itikad tidak baik dalam hal
seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan telah dikuasai dan
diatasnamakan dirinya maupun kedua anak kandungnya, sehingga dokter
Hardi Soetanto tidak dapat menikmati harta yang diperoleh selama dalam
perkawinan tersebut.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
“KONSEKUENSI AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK
DIDAFTARKAN TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BENDA
PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 598 PK/PDT/2016)”, karena dengan melakukan penelitian ini,
Penulis dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam
melakukan perjanjian kawin dengan memberikan informasi dan menambah

pengetahuan bagi yang membacanya.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka masalah
yang akan diteliti adalah :
1. Bagaimana konsekuensi akta perjanjian kawin yang tidak didaftarkan
terhadap kedudukan harta benda perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap perjanjian

kawin yang tidak didaftarkan?
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1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah penelitian diatas
yang secara umum berupa agar setiap para pihak yang melakukan
perjanjian perkawinan yang tertuang dalam kasus Putusan Mahkamah

Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 mengetahui konsekuensi hukum akta

perjanjian kawin yang tidak didaftarkan terhadap kedudukan harta benda

perkawinan. Namun secara khusus masalah penelitian ini bertujuan
untuk:

1. Memberikan sumbangan berupa informasi ilmu pengetahuan
mengenai pandangan terhadap konsekuensi akta perjanjian kawin
yang tidak didaftarkan berdasarkan undang — undang yang berlaku di
Indonesia dalam akta perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh
para pihak.

2. Memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga mengenai
akta perjanjian kawin yang tidak didaftarkan terhadap kedudukan

harta benda perkawinan.

1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini berupa :
a. Manfaat Teoritis
Untuk menambah literatur hukum mengenai perlindungan

hukum bagi para pihak dalam perjanjian perkawinan sebagai
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bahan pembelajaran hukum pada umumnya dan hukum
keluarga pada khususnya, atau setidak-tidaknya sebagai
wacana yang dapat memperkaya pemikiran hukum di
indonesia yakni yang terkait dengan persoalan akta perjanjian
kawin yang tidak didaftarkan terhadap kedudukan harta benda
perkawinan.
b. Manfaat Praktis

Secara praktis untuk memberikan pengetahuan hukum tentang
hukum perdata, hukum perkawinan dan hukum peraturan
perundang — undangan lainnya yang pada umumnya
menyangkut mengenaiakta perjanjian perkawinan demi
kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjanjian
perkawinan setelah perkawinan dilaksanakan maupun
sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan dan juga
sebagai bahan studi kepustakaan bagi penelitian yang relevan

dengan permasalahan yang akan diteliti saat ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis membaginya dalam sistematika

penulisan sebagai berikut :
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BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teori yang menguraikan mengenai
Perkawinan Menurut Sistem Hukum Positif Di Indonesia yang
terdiri dari dua bagian yaitu : A. Perkawinan Menurut Undang
— Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Pengertian Perkawinan, Asas — Asas Perkawinan, Syarat
Sahnya Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Hak dan
Kewajiban Suami dan Isteri Dalam Perkawinan, Subjek dan
Objek Perjanjian, Bentuk Perjanjian). B. Perkawinan Menurut
KUH Perdata (Pengertian Perkawinan, Asas-asas Perkawinan,
Syarat Sahnya Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Hak dan
Kewajiban Suami dan Isteri Dalam Perkawinan). Pengertian
Perjanjian Perkawinan, Bentuk Perjanjian Perkawinan,
Berlakunya Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak dan Pihak
Ketiga, Pembatalan Perjanjian Perkawinan, Harta Benda Dalam
Perkawinan, Akibat Putusnya Perkawinan, Harta Benda
Perkawinan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Harta Benda Perkawinan Menurut

KUHPerdata, Perjanjian Perkawinan Sebagai Akta Otentik
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BAB III

BAB IV

Dalam Pembuktian (Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta
Otentik, Akta Notaris Sebagai Akta Otentik, Kekuatan
Pembuktian Akta Notaris, Kekuatan Pembuktian Lahiriah,
Kekuatan Pembuktian Formal, Kekuatan Pembuktian Material,
Tugas dan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum,
Larangan dan Sanksi Notaris).

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Jenis Data,
Prosedur Perolehan Data, Metode Pendekatan dan Analisa
Data.

ANALISIS KONSEKUENSI AKTA PERJANJIAN
KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP
KEDUDUKAN HARTA BENDA PERKAWINAN (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 598
PK/PDT/2016)

Pada bab ini berisi tentang penjabaran identitas para pihak,
penjelasan kasus posisi dan permasalahan mengenai Akta
perjanjian kawin yang dilakukan oleh seorang dokter Hardi
Soetanto dengan dokter FM Valentina, S.H, Kepala Dinas
Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, serta Notaris
Eko Handoko Wijaya yang tercantum dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 598 PK/ Pdt/ 2016. Analisis dari

rumusan permasalahan yang berupa analisis mengenai
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BAB V

konsekuensi akta perjanjian kawin yang tidak didaftarkan
terhadap kedudukan harta benda perkawinan, dan analisis
mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap
perjanjian kawin yang tidak didaftarkan yang guna untuk
mendapatkan perlindungan hukum yang baik berdasarkan
peraturan perundang — undangan di Indonesia.

PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang ditarik oleh
penulis berdasarkan hasil penelitian dan saran mengenai solusi

penulis terkait dengan pembahasan yang diteliti.
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